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Hal : Capaian Aksi HAM Daerah Periode

Pelaporan B04 Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia RI
(daftar terlampir)

di Seluruh Indonesia

Dalam rangka Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 pada periode pelaksanaan tahun 2025,
maka dengan ini disampaikan bahwa Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2021-2025 (PANRANHAM 2021-2025) telah menerima pelaporan Aksi HAM
Daerah periode B-04 tahun 2025 melalui Aplikasi Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM) pada
tanggal 28 April 2025 sampai dengan 7 Mei 2025 dan terhadap pelaporan dimaksud telah
dilakukan verifikasi dengan mengacu kepada Aksi HAM Daerah sebagaimana ketentuan

Peraturan Presiden dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini PANRANHAM 2021-2025
menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia hasil capaian
Aksi HAM periode B-04 tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Saudara (terlampir).

Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan Aksi HAM dan/atau capaiannya belum maksimal,
maka Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mendorong
pelaksanaan aksi HAM di wilayah masing-masing sesuai dengan target yang telah ditentukan,
sehingga pelaporan akhir Aksi HAM Daerah secara nasional tahun 2025 dapat secara utuh
(B-04, B-08, dan B-12) disampaikan kepada Presiden oleh PANRANHAM, sesuai ketentuan
Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 — 2025.


http://www.kemenham.go.id/

Selanjutnya pelaporan Aksi HAM periode B-08 tahun 2025 akan dilaksanakan pada
tanggal 28 Agustus - 5 September 2025 dan disampaikan melalui Aplikasi SAPAHAM,
(https://sapaham.kemenham.go.id/loginsapaham).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI;
Menteri Hak Asasi Manusia RI;

Menteri Dalam Negeri R,

Menteri Sosial RI;

Menteri Luar Negeri R,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI / BAPPENAS; dan

Kepala Staf Kepresidenan RI.

NoOoarLON=


https://sapaham.kemenham.go.id/loginsapaham

Lampiran |
Surat No.
Tanggal

: PDK-HA.02.01.01-37
: 5 Juni 2025

DAFTAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAN
WILAYAH KERJA

No. Jabatan Wilayah Kerja
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
T | HAM Acen Aceh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian :
2. HAM Sumatera Utara Sumatera Utara dan Kepulauan Riau
Kepala Kantor Wilayah Kementerian :
3. HAM Sumatera Barat Sumatera Barat dan Riau
Kepala Kantor Wilayah Kementerian .
% | HAM Jambi Jambi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
5. HAM Sumatera Selatan Sumatera Selatan dan Bengkulu
Kepala Kantor Wilayah Kementerian .
6. HAM Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung
7 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Lampun
' HAM Lampung pung
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
8. HAM Banten Banten
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
9. HAM Jawa Barat Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
10. HAM DK| Jakarta Daerah Khusus Jakarta
1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian | Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
' HAM Jawa Tengah Yogyakarta
Kepala Kantor Wilayah Kementerian )
12. HAM Jawa Timur Jawa Timur
Kepala Kantor Wilayah Kementerian .
13. HAM Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian . .
14. HAM Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
15. Kepala K_antor W|Ia_yah Kementerian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
HAM Kalimantan Timur
16 Kepala Kantor Wilayah Kementerian | Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
" | HAM Nusa Tenggara Timur dan Bali
Kepala Kantor Wilayah Kementerian . .
17. HAM Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
18 Kepala Kantor Wilayah Kementerian | Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi
" | HAM Sulawesi Tengah Utara
Kepala Kantor Wilayah Kementerian .
19. HAM Sulawesi Barat Sulawesi Barat
. Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya,
20. Kepala Kantor Wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua

Kementerian HAM Papua Barat

Selatan, Maluku, dan Maluku Utara




PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KELOMPOK SASARAN AKSI PERIOPE N%:;LSQZQ;:N
B04 B08 B12
Perempuan 1 100 ;EALUUL% ;EALUUL% 100
Perempuan 2 100 DIMULA DIMULA 100
Penyandang Disabilitas 3 100 55&% EEEALUUL% 100
Penyandang Disabilitas 4 100 D%EALUUL% 55&% 100
Penyandang Disabilitas 5 100 DETAEALUUL% ;EALUULA,AM 100
Penyandang Disabilitas 6 100 S ST 100
RATA-RATA CAPAIAN 100.2 S SV 100.2

KETERANGAN AKSI

AK$IMemberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha
1 [ mikro kecil dan menengah.

AK$IMelakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap
2 | perempuan di tingkat nasional dan daerah.

AK$IMendorong upaya - upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang
3 | disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.

AK$IMenyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
4 | 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

AK$limplementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan
5 | peraturan lainnya.

qg
AKS IMembangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.




PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM KABUPATEN / KOTA TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

AKSI Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi

1 perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
NILAI

CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 BOS8 B12 TAHUN
2025
B0O4 + BO8S +

B12

1 |Kab. CILACAP 100 ok o oLn 100

2 |Kab. BANYUMAS 95 S oia oL 95

3 |Kab. PURBALINGGA 100 ok on 100

4 |Kab. BANJARNEGARA 60 . o 60

5 |Kab. KEBUMEN 80 ok oin 80

6 |Kab. PURWOREJO 100 . . 100

7 |Kab. WONOSOBO 100 ok on 100

8 |Kab. MAGELANG 100 s oLn 100

9 |Kab. BOYOLALI 80 ok s 80

10 |Kab. KLATEN 100 oL oLn 100

11 |Kab. SUKOHARJO 100 s s 100

12 |Kab. WONOGIRI 70 s oLn 70

13 |Kab. KARANGANYAR 100 o s 100

14 |Kab. SRAGEN 100 s o oLn 100

15 |Kab. GROBOGAN 95 oo o 95

16 |Kab. BLORA 100 s o oLn 100

17 |Kab. REMBANG 75 o o 75




BELUM BELUM
18 Kab. PATI 95 DIMULAI DIMULA 95
BELUM BELUM
19 Kab. KUDUS 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
20 |Kab. JEPARA 75 DIMULA DIMULAI 5
BELUM BELUM
21 Kab. DEMAK 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
22 Kab. SEMARANG 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
23 Kab. TEMANGGUNG 60 DIMULAI DIMULAI 60
BELUM BELUM
24 Kab. KENDAL 70 DIMULAI DIMULA 70
BELUM BELUM
25 Kab. BATANG 55 DIMULAI DIMULA 55
BELUM BELUM
26 Kab. PEKALONGAN 100 DIMULAI DIMULAL 100
BELUM BELUM
27 Kab. PEMALANG 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
28 Kab. TEGAL 75 DIMULAI DIMULAI £
BELUM BELUM
29 Kab. BREBES 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
30 Kota MAGELANG 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
31 Kota SURAKARTA 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
32 Kota SALATIGA 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
33 Kota SEMARANG 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
34 Kota PEKALONGAN 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
35 Kota TEGAL 100 DIMULAI DIMULA 100
AKSI Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang
5 disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 BO8 B12 TAHUN
2025
BO4 + BO8 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. CILACAP 100 SIMULA] OIMULA] 100




BELUM

BELUM

2 |Kab. BANYUMAS 100 ok o on 100
3 |Kab. PURBALINGGA 100 . . 100
4 |Kab. BANJARNEGARA 80 ok o oin 80
5 |Kab. KEBUMEN 100 . o 100
6 |Kab. PURWOREJO 100 ok on 100
7 |Kab. WONOSOBO 100 . o 100
8 |Kab. MAGELANG 100 ok on 100
9 Kab. BOYOLALI 70 s oLn 70
10 |Kab. KLATEN 100 s s 100
11 |Kab. SUKOHARJO 100 s o oLn 100
12 |Kab. WONOGIRI 65 s s 65
13 |Kab. KARANGANYAR 100 s N 100
14 |Kab. SRAGEN 70 o s 70
15 |Kab. GROBOGAN 70 s o oLn 70
16  |Kab. BLORA 100 ol o 100
17 |Kab. REMBANG 80 ok o oLn 80
A D o o P EeT |
19 |Kab. KUDUS 40 ok o on 40
20 |Kab. JEPARA 100 . . 100
21 |Kab. DEMAK 100 ok on 100
22 |Kab. SEMARANG 100 . . 100
23 |Kab. TEMANGGUNG 65 ok on 65
24 |Kab. KENDAL 80 . o 80
25 | Kab. BATANG 80 ok on 80




26 |Kab. PEKALONGAN 100 ok o on 100

27 | Kab. PEMALANG 100 . . 100

28 |Kab. TEGAL 70 ok o oin 70

29 |Kab. BREBES 100 . o 100

30 |Kota MAGELANG 65 ok on 65

31 |Kota SURAKARTA 100 . o 100

32 |Kota SALATIGA 100 ok on 100

33 |Kota SEMARANG 100 s oLn 100

34  |Kota PEKALONGAN 100 s s 100

35 | Kota TEGAL 100 s o oLn 100

AKSI Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum

3 di pusat pelayanan kesehatan
NILAI

CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 BO8 B12 TAHUN
2025
B04 + BO8S +

B12

1 |Kab. CILACAP 100 ok oLn 100

2 |Kab. BANYUMAS 100 . o 100

3 |Kab. PURBALINGGA 100 ok on 100

4 |Kab. BANJARNEGARA 100 . . 100

5 |Kab. KEBUMEN 60 ok on 60

6 |Kab. PURWOREJO 100 s oLn 100

7 |Kab. WONOSOBO 100 ok s 100

8 |Kab. MAGELANG 100 s oLn 100

9 |Kab. BOYOLALI 60 ok o 60




BELUM

BELUM

10 |Kab. KLATEN 100 o . 100
11 |Kab. SUKOHARJO 100 . . 100
12 |Kab. WONOGIRI 100 ok o oin 100
13 |Kab. KARANGANYAR 100 . o 100
14 |Kab. SRAGEN 100 ok on 100
15 | Kab. GROBOGAN 95 . o 95

16 |Kab. BLORA 100 ok on 100
17 |Kab. REMBANG 100 s oLn 100
P P o 0 | ER T

19 |Kab. KUDUS 100 s o oLn 100
20 |Kab. JEPARA 100 s s 100
21 |Kab. DEMAK 100 s N 100
22 |Kab. SEMARANG 100 o s 100
23 |Kab. TEMANGGUNG 60 s o oLn 60

24 |Kab. KENDAL 15 ol o 15

25 | Kab. BATANG 100 ok o oLn 100
26 |Kab. PEKALONGAN 100 ol o 100
27 |Kab. PEMALANG 100 ok o on 100
28 | Kab. TEGAL 60 . . 60

29 |Kab. BREBES 100 ok on 100
30 |Kota MAGELANG 100 . . 100
31 |Kota SURAKARTA 100 ok on 100
32 |Kota SALATIGA 100 . o 100
33 |Kota SEMARANG 100 ok on 100




34 |Kota PEKALONGAN 100 ok o on 100

35 |Kota TEGAL 60 . . 60

AKSI Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas

4 penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
NILAI

CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B0O4 B08 B12 TAHUN
2025
B04 + B08 +

B12

1 |Kab. CILACAP 100 s o oLn 100

> |Kab. BANYUMAS 100 o o 100

3 |Kab. PURBALINGGA 100 ok o oLn 100

4 |Kab. BANJARNEGARA 100 ol o 100

5  |Kab. KEBUMEN 100 s o oLn 100

6 |Kab. PURWOREJO 100 o o 100

7 |Kab. WONOSOBO 100 ok o on 100

8 |Kab. MAGELANG 100 . . 100

9 |Kab. BOYOLALI 100 ok oLn 100

10 |Kab. KLATEN 100 . o 100

11 |Kab. SUKOHARJO 100 ok on 100

12 |Kab. WONOGIRI 100 . . 100

13 |Kab. KARANGANYAR 100 ok on 100

14 |Kab. SRAGEN 100 s oLn 100

15 |Kab. GROBOGAN 100 ok s 100

16 |Kab. BLORA 100 s oLn 100

17 |Kab. REMBANG 100 ok o 100




BELUM BELUM
18 Kab. PATI 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
19 | Kab. KUDUS 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
20 Kab. JEPARA 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
21 Kab. DEMAK 70 DIMULAI DIMULAI 70
BELUM BELUM
22 Kab. SEMARANG 95 DIMULAI DIMULAL 95
BELUM BELUM
23 | Kab. TEMANGGUNG 100 SIMULA OIMULA] 100
BELUM BELUM
24 Kab. KENDAL 80 DIMULAI DIMULA 80
BELUM BELUM
25 Kab. BATANG 80 DIMULAI DIMULA 80
BELUM BELUM
26 Kab. PEKALONGAN 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
27 Kab. PEMALANG 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
28 Kab. TEGAL 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
29 |Kab. BREBES 90 DIMULAI DIMULAI 90
BELUM BELUM
30 Kota MAGELANG 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
31 Kota SURAKARTA 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
32 |Kota SALATIGA 90 SIVULA] OIMULA] 90
BELUM BELUM
33 Kota SEMARANG 100 DIMULAI DIMULA 100
BELUM BELUM
34 Kota PEKALONGAN 100 DIMULAI DIMULAI 100
BELUM BELUM
35 Kota TEGAL 100 DIMULAI DIMULAI 100
AKSI Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang
5 disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup
kewenangan daerah.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 BO8 B12 TAHUN
2025
BO4 + BO8 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. CILACAP 100 DIMULAI DIMULA 100




BELUM

BELUM

2 |Kab. BANYUMAS 70 ok o on 70
3 |Kab. PURBALINGGA 100 . . 100
4 |Kab. BANJARNEGARA 30 ok o oin 30
5 Kab. KEBUMEN 70 . o 70
6 |Kab. PURWOREJO 100 ok on 100
7 |Kab. WONOSOBO 100 . o 100
8 |Kab. MAGELANG 70 ok on 70
9 |Kab. BOYOLALI 90 s oLn 90
10 |Kab. KLATEN 100 s s 100
11 |Kab. SUKOHARJO 100 s o oLn 100
12 |Kab. WONOGIRI 70 s s 70
13 |Kab. KARANGANYAR 85 s N 85
14 |Kab. SRAGEN 70 o s 70
15 |Kab. GROBOGAN 90 s o oLn 90
16  |Kab. BLORA 80 ol o 80
17 |Kab. REMBANG 100 ok o oLn 100
18 |Kab. PATI 100 ol o 100
19 |Kab. KUDUS 100 ok o on 100
20 |Kab. JEPARA 100 . . 100
21 |Kab. DEMAK 100 ok on 100
22 |Kab. SEMARANG 70 . . 70
23 |Kab. TEMANGGUNG 30 ok on 30
24 |Kab. KENDAL 55 . o 55
25 | Kab. BATANG 70 ok on 70




26 |Kab. PEKALONGAN 100 ok o on 100
27 | Kab. PEMALANG 100 . . 100
28 |Kab. TEGAL 100 ok o oin 100
29 |Kab. BREBES 70 . o 70
30 |Kota MAGELANG 80 ok on 80
31 |Kota SURAKARTA 70 . o 70
32 |Kota SALATIGA 70 ok on 70
33 |Kota SEMARANG 100 s oLn 100
34  |Kota PEKALONGAN 30 s s 30
35 | Kota TEGAL 100 s o oLn 100
Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2025
NILAI CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 B08 B12 TAHUN 2025
B0O4 + B0O8 + B12
1 |Kab. CILACAP 100 ooV | 100
> |Kab. BANYUMAS 93 | oo oo |93
3 |Kab. PURBALINGGA 100 (o0 |2 100
4 |Kab. BANJARNEGARA 4 | o |74
5 |Kab. KEBUMEN 82 |0 oo |82
6 |Kab. PURWOREJO 100 |00 o | 100
7 |Kab. WONOSOBO 100 (o0 |2 100
8 |Kab. MAGELANG L VI o [
9 |Kab. BOYOLALI 80 |0 lomoie |80
10 |Kab. KLATEN 100 |00 || 100
11 |Kab. SUKOHARJO 100 [0V |2 100




BELUM

BELUM

12 |Kab. WONOGIRI 81 oo lomoie |81
13 |Kab. KARANGANYAR 7 N B -7
14 |Kab. SRAGEN 88 | lomoie |88
15 | Kab. GROBOGAN TR N B
16 |Kab. BLORA 96 oo lomois |98
17 |Kab. REMBANG T B B [
o [ |oar o [ e
19 |Kab. KUDUS 88 oo lomois |88
20 | Kab. JEPARA o5 o oo |95
21 |Kab. DEMAK Y VI o [
22 | Kab. SEMARANG 93 o0 oo |93
23 | Kab. TEMANGGUNG 63 | omiin lomoie |63
24 | Kab. KENDAL 60 | lomoie |60
25 | Kab. BATANG 77 oo lomois 177
26 | Kab. PEKALONGAN 100 (o0 |2 100
27 | Kab. PEMALANG 100 ooV, | 100
28 | Kab. TEGAL I o IS I
29 | Kab. BREBES 02 o0 oo |92
30 |Kota MAGELANG 89 | oo |89
31 |Kota SURAKARTA o4 |0 |94
32 |Kota SALATIGA 72 N B .
33 |Kota SEMARANG 100 [V |2 100
34 |Kota PEKALONGAN 86 | ooia lomoia |86
35 | Kota TEGAL 02 |0 oo |92




PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KELOMPOK SASARAN AKSI PERIODE N;F:ASSZSIZ/:N
B0O4 B08 B12
Perempuan 1 85 ;EALUUL% |§|E/|LUUL'\£| 85
Perempuan 2 100 DU OIMULA 100
Penyandang Disabilitas 3 30 ;f,,ﬁ“,ﬂl ;EALUUL% 30
Penyandang Disabilitas 4 100 ;f,,LUUL“,ﬂl ;EALUUL% 100
Penyandang Disabilitas 5 30 ;EALUUL% ;E,ﬁ% 30
Penyandang Disabilitas 6 100 SV S 100
RATA-RATA CAPAIAN 74.3 SV S 74.3

KETERANGAN AKSI

AK$IMemberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha
1 [ mikro kecil dan menengah.

AK$IMelakukan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap
2 | perempuan di tingkat nasional dan daerah.

AK$IMendorong upaya - upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang
3 | disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta.

AK$IMenyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
4 | 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

AK$limplementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan
5 | peraturan lainnya.

qg
AKS IMembangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.




PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM KABUPATEN / KOTA TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

B. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

AKSI Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi
1 perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah BO4 BO8 B12 TAHUN
2025
BO4 + BO8 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. KULON PROGO 100 OIMULA OIMULAI 100
BELUM BELUM
2 Kab. BANTUL 65 OIMULA OIMULAI 65
BELUM BELUM
3 Kab. GUNUNGKIDUL 100 OIMULA OIMULAI 100
BELUM BELUM
4 Kab. SLEMAN 100 OIMULA OIMULA 100
BELUM BELUM
5 Kota YOGYAKARTA 100 OIMULAI OIMULAI 100
AKSI Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang
5 disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi
Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 B08 B12 TAHUN
2025
B04 + BO8 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. KULON PROGO 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
2 Kab. BANTUL 100 OIMULAI OIMULAI 100
BELUM BELUM
3 Kab. GUNUNGKIDUL 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
4 Kab. SLEMAN 100 OIMULA OIMULAI 100
BELUM BELUM
5 Kota YOGYAKARTA 100 DIMULAL DIMULAI 100
AKSI Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum
3 di pusat pelayanan kesehatan




NILAI

CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B0O4 BO8 B12 TAHUN
2025
BO04 + BO8 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. KULON PROGO 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
2 Kab. BANTUL 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
3 Kab. GUNUNGKIDUL 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
4 Kab. SLEMAN 100 OIMULA OIMULAI 100
BELUM BELUM
5 Kota YOGYAKARTA 100 OIMULA] OIMULA] 100
AKSI Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas
4 penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah B04 BO8 B12 TAHUN
2025
B0O4 + B08 +
B12
BELUM BELUM
1 Kab. KULON PROGO 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
2 Kab. BANTUL 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
3 Kab. GUNUNGKIDUL 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
4 Kab. SLEMAN 100 OIMULA] OIMULA] 100
BELUM BELUM
5 Kota YOGYAKARTA 100 OIMULA] OIMULA] 100
AKS| Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang
5 disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup
kewenangan daerah.
NILAI
CAPAIAN
No Pemerintah Daerah BO4 BO8 B12 TAHUN
2025
BO4 + BO8 +

B12




1 |Kab. KULON PROGO 100 o on o on 100
2 Kab. BANTUL 70 . . 70
3 |Kab. GUNUNGKIDUL 80 o oin o on 80
4 |Kab. SLEMAN 80 . o 80
5 |Kota YOGYAKARTA 100 o on on 100

Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2025

NILAI CAPAIAN
No Pemerintah Daerah BO0O4 BO8 B12 TAHUN 2025
B04 + BO8 + B12
BELUM BELUM
1 Kab. KULON PROGO 100 OIMULAI OIMULAI 100
BELUM BELUM
2 Kab. BANTUL 87 DIMULAI DIMULAL 87
BELUM BELUM
3 Kab. GUNUNGKIDUL 96 OIMULA] OIMULA] 96
BELUM BELUM
4 Kab. SLEMAN 96 DIMULAI OIMULAI 96
BELUM BELUM
5 Kota YOGYAKARTA 100 OIMULA] OIMULA] 100




